
WALIKOTA BATU

PROVINSI JAtrIA TIMUR
PERATURAIT WALIKOTA BATU

NOMOR 63 TAHUIT 2018

TENTANG

XEBIJAXAI{ PEMBII{AAIT DAN PENGAWASAN
ATAS PEITTELEI{GGIARAIIN PEMERIITTAI{AN DAERAII

DI LIIYGKUITGAN PEMERIIYTAH KOTA BATU TAHT'IY 2018

DENGAN RAIIMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang

Mengingat : 1

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Batu tentang Kebijakan Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentang
Pembentukan Kota Batu (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
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2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tallun 2OO7

tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka
Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2OO7

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
[,aporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat
Pengawasan Intem Pemerintah (APIP);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar
Iaporan Hasi-l Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4
tentang Petunjuk Teknis Pe{anjian Kine4'a, Pelaporan
Kine{a, dan Tata Cara Reviu atas l,aporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2Ol7 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Inspektorat Kota
Batu;
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Menetapkan PERATT'RAN WALIXOTA TENTAITG KEBIJAI(AI{
PEMBIITAAN DAI{ PEITIGAWASAN ATAS
PEITYELENGGARAAN PEMERINTAHAJC DAERAH DI
LINGKT'ITGAN PEMERINTAII KOTA BATU TAHT'N 2018.

BAB I
KEf,ENTUAN ['MUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Batu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
7. Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di
lingkungan Pemerintah Kota Batu.

8. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar
pemerintahan daerah be{alan secara efektif dan
elisien sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. Temuan adalah suatu masalah yang dijumpai oleh
aparatur pengawasan secara individu/kelompok pada
saat mengadakan pemeriksaan yang disajikan secara
analitis menurut unsur-unsurnya.

10. Rekomendasi adalah saran dari aparatur pengawasan
berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan
kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk
melakukan perbaikan dan/atau tindakan.

BAB II
TUJUAIT, RUANG LINGKI'P, DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018
adalah untuk mensinergikan pengawasan dart
meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan
pemerintah dan kepercayaan masyarakat atas
pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas
Intern Peme rintahan (APIP).

halaman 4 dari 31 h1m..
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Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018
merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Pasal 5

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berdasarkan
pada asas sebagai berikut:
a. asas legalitas, yaitu pembinaan dan pengawasan

harus dilal<sanakan berdasarkan suatu kewenangan
menurut undang-undang;

b. asas pengawasan terbatas, yaitu pembinaan dan
pengawasan yang dibatasi pada sasaran yang telah
dijadikan pedoman pada waktu kewenangan itu
diberikan;

c. asas motivasi, yaitu pembinaan dan pengawasan
dilakukan berdasarkan alasan yang dapat
mendukung keputusan yang diambil berdasarkan
pengawasan itu sendiri dan keputusan itu harus
dimotivasi kepada masyarakat luas;

d. asas tercapainya tujuan, yaitu pembinaan dan
pengawasan ditujukan dalam rangka tercapainya
tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk
menghindari penyimpangan atau deviasi
perencanaan;

e. asas efisiensi, yaitu pembinaan dan pengawasan
harus sedapat mungkin menghindari deviasi dari
perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain
diluar dugaan;

f. asas tanggung jawab, yaitu pembinaan dan
pengawasan dilaksanakan apabila
pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap
pelaksana perenc€rnaan ;

g. asas pembinaan dan pengawasan terhadap masa
depan, yaitu pembinaan dan pengawasan adalah
pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan
terjadi baik di wal<tu sekarang maupun di masa yang
akan datang;
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h. asas langsung, yaitu pembinaan dan pengawasan
adalah mengusahakan agar pelaksana juga
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan;

i. asas refleksi perencanaan, yaitu pembinaan dan
pengawasan harus mencerminkan karakter dan
susunan perencanaan;

j. asas penyesuaian dengan organisasi, yaitu pembinaan
dan pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur
organisasi dan kewenangan masing-masing;

k. Asas individual, yaitu pembinaan dan pengawas:rn
harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan
tingkat dan tugas pelaksana;

1. asas standar, yaitu pembinaan dan pengawasan yang
efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat,
yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan
dan tujuan;

m. asas pengawasan terhadap strategis, yaitu pembinaan
dan pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan
adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-
faktor yang strategis;

n. asas kekecualian, yaitu pembinaan dan pengawasan
dilakukan secara efisien membutuhkanperhatian
yang ditujukan terhadap faktor kekecualian yang
dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi
berubah atau tidak sama;

o. asas pengendalian fleksibel, yaitu pembinaan dan
pengawasan harus dilakukan untuk menghindarkan
kegagalan pelaksanaan perencanaan;

p. asas peninjauan kembali, yaitu pembinaan dan
pengawasan harus selalu ditinjau agar sistem yang
digunakan berguna untuk mencapai tujuan;

q. asas tindakan, yaitu pembinaan dan pengawasan
dapat dilakukan apabila terdapat ukuran untuk
mengoreksi penyimpangan rencana, organisasi, dan
pelaksanaan.

Paeal 6

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap:
a. peningkatan kinery'a Satuan Ke{a Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan;
c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan desa; dan
e. percepatan menuju good gouernance, clean

gouentment, dan pelayanan publik pada pemerintahan
provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan
pengawasan lainnya.
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BAB III
XEBIJAKAN PEMBIITAAIT DAIT PEITGAWASA"TT

Pasal 7

(1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018
diuraikan sebagai berikut:
a. pendahuluan, terdiri dari:

1) latar belakang;
2) tujuan;
3) ruang lingkup pengawasan; dan
4) pelaksanaan pengawasan

b. pokok-pokok kebijakan pengawasan, terdiri dari:
l) kebijakan pengawasan;
2) rencana aksi pengawasan; dan
3) indikator kinerja.

c. pelaporan; dan
d. penutup.

(2) Uraian kebijakan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018
sebagaimana dimaksud pada ayat (f) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

(1) t aporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Tahun 2018 disusun
berdasarkan kode etik dan standar pengawasan, serta
analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan
hasil pengawasan yang meliputi kondisi temuan dan
rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran
II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Kepala Satuan Keg'a Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Batu wajib melaksanakan tindak
lanjut hasil pengawasan.

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah

tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(4) Wakil Walikota bertanggungiawab mengoordinasikan

dan menindaklanjuti atas pelaksanaan tindak lanjut
hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
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Pasal 9

(1) Wakil Walikota. memerintahkan kepada Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Batu untuk
melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil
pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan
negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60
(enam puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak
terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah
tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari
kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian
terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Dafam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan
tujuan tertentu yang terkait dengan Walikota,
penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Pasal 10

Pasal 1 1

Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dikoordinasikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk
disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sumber lainnya yang

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

halaman 8 dari 31 hlm...

(1) Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
Gubernur Jawa Timur.

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:
a. keuangan dan kinerja; dan
b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan

menuju good gouernance, clean gouernment, dan
pelayanan publik.



BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal { Oktober 2018

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Oktober 2018
SEXRETARIS DAERAH KOTA BATU

Z,ADIIM EFFISIENSI

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 63 /e

halamal 9 dari 31 hlm'. .



Lampiran I Peraturan Walikota Batu
Nomor : L5 Tahun 2018
Tanegal:4Qksobnr 2Ol8

KEAI.'AI(AIT PEMBII{AAI{ DAII PEITGAWASAIT
ATAS PEIIYELEN(X}ARAAN PEMERINTAHAT{ DAERAII

DI LINGKUNGAI{ PEMERII{TAH KOTA BATU TAHUN 2018

I. PEI{DAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintahan daerah be{alan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pembinaan dan pengawasarl atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan pembinaan dan
pengawasan yang dilaksanakan terhadap kine{a pemerintah daerah

yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka
menghimpun/menemukan informasi yang obyektif dan independen

untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan program/

kegiatan dan/ atau laporan hasil pelaksanaan prograrn / kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan

berpedoman pada Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu yang mengamanatkan untuk
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di Kota Batu, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan urusan
pemerintahan pada SKPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota

Batu dan pada Kelurahan/Desa di wilayah Kota Batu'
Inspektorat sebagar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah (APIP) Kota Batu harus mampu merespon secara signifikan

berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi

masukan kepada Walikota serta untuk menetapkan kebijakan yang

memadai, melalui program dan kegratan yang ditetapkan dalam

suatu kebijakan pembinaan dal pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah.
Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di

Daerah h, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomo. Z3 t hr'rt 2OO7 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebigaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka
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Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7 ter,tang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas laporan
Keuangan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Walikota
sebagai penyelenggara pemerintah daerah memandang perlu untuk
menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 sebagai
pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kota Batu.

B. TuJuan
Penetapan kebijakan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 bertujuan
untuk:
1. memberikan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan,

mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan
pengawasan atas penyelenggErraan pemerintahan daerah;

2. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang
tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) lain untuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis
pelaksanaan pengawasan dengan memantapkan komunikasi,
koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan di daerah;

3. sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan

dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang

benar-benar strategis dan bermanfaat;
4. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan

pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan
yang dilal<sanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kota Batu;
5. mendorong efisiensi dan efektilitas dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Pemerintah Kota Batu dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan rekomendasi perbaikan
kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan
yang baik; dan

6. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
serta mewujudkan akuntabilitas yang tinggr terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi.
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C. Ruang Ltngkup Pemblnaan dan Pengawasan
Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 20 1 8 meliputi:
I. Pengawasan Umum

a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada perangkat daerah;
d. keuangan daerah;
e. perencanaan pembangunan daerah;
f. pelayanan publik daerah;
g. kebijakan daerah; dan
h. pengawasan lainnya.

Il. Pengawasan Teknis
a. urusan bidang pendidikan;
b. urusan bidang kesehatan;
c. urusan bidang peke{aan umum dan penataan ruang;
d. urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;
f. urusan bidang sosial;
g. urusan bidang tenaga kerja;
h. urusan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan

anak;
i. urusan bidang pangan;
j. urusan bidang pertanahan;
k. urusan bidang lingkungan hiduP;
1. urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil;
m. urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

n. urusar bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

o. urusan bidang perhubungan;
p. urusan bidang komunikasi dan informatika;
q. urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

r. urusan bidang penanaman modal;
s. urusar bidang PerPustakaan;
t. urusan bidang kearsiPan;
u. urusan bidang pariwisata;
v. urusan bidang Pertanian;
w. urusan bidang Perdagangan; dan
x. urusan bidang Perindu strian.

IIL Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

a. pengawasan keuangan dan kine{a
1. aspek keuangan;
2. aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan

prasarzma;
3. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
4. aspek tugas Pokok dan fungsi.
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b. pemeriksaan dalam rangka penangurnan pengaduan
masyarakat
1. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

2. penyalahgunaan wewenang;
3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin aparatur sipil negara; dan
5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan
pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1

sampai dengan angka 4.

c. penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
penegakan integritas
1. pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional
Anti Korupsi (Stranas AK);

2. veri{ikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi / Strategi Nasional Anti Korupsi
(Stranas AK);

3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LH}(ASN);
4. penilaian internal zor.a integritas untuk mendapat

predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

5. penangana-n laporan gratifikasi;
6. penanganan benturan kepentingan;
7. penanganan Whistle Blowing Sgstem.

d. kegiatan reviu
1. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah

(RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);

2. reviu Laporan Keuangan;
3. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. reviu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan

Jasa;
5. reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah '

e. kegiatan evaluasi
1. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

2. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);

3. evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;

4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional

a. pemantauan / monitoring dan evaluasi Dana Desa;

b. pemantauan / monitoring dan evaluasi dana BOS;

c. evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif

gender;
d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan

Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah

(TP4D).
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f. pengawasan terpadu atau kerja sama pengawasan $oint audit)
dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementeriar,
Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota:
1. pengawasan Dana Desa;
2. pengawasan bidang kesehatan;
3. pengawasan bidang pendidikan;
4. pengawasan bidang perizinan.

g. Kegiatan Pengawasan l,ainnya
1. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan

keuangan berbasis akrual;
2. pendampingan dan asistensi penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah(SKPD);

3. penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang
pengawasan;

4. koordinasi program pengawasan dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas APIP; dan

5. pendampingan pengadaan barang dan jasa Qrobitg audit).

halaman 14 dari 31 hlm'..

D. Pelaksanaan Pemblnaan dan Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui Inspektorat

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
1. peningkatan kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
2. pelaksanaan urusan pemerintahal;
3. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

desa;
4. percepatan menuju good gouemarrce, clean gouernment, darr

pelayanan publik pada Pemerintah Kota Batu dan kegiatan
penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyusunErn rencana
pengawasan, pelaksanaan, dan hasil pengawasan yang antara lain
terdiri dari:
1. Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada

kebijakan pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian,

keterpaduan,sertamemperhatikanefisiensidanefektivitasdalam
penggunaan sumber daya pengawasan guna menghindari
tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang'

2. Pejabat Pengawas Pemerintah Kota Batu melaksanakan
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dengan berpedoman pada PKPT, dalam bentuk:
a. pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap

kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang

daerah, dan urusan pemerintahan dengan

menghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan

menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menilai:



1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2) efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya

untuk pelaksanaan kegiatan organisasi pada Satuan Keda
Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian; dan

3) efekrivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b. monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap

administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
c. monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-

program Walikota; dan
e. pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan

mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

3. Hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi dituangkan dalam
laporan hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi.

II. POKOK.POKOK KEBIJAI(AN PEMBINAAI DAN PEilGAWASAN

A. Keb{akan Pemblnaan dan Pengawasan
1. Pembinaan dan pengawasarl penyelenggaraan pemerintahan

daerah untuk desa.
2. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah meliputi:
a. pengawasar atas administrasi umum pemerintahan dan

pelaksanaan urusan pemerintahan;
b. pengawasan atas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan; dan
c. pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota.
3. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dilakukan dengan melakukan penajaman prioritas,
pemilihan secara cerrnat obyek serta sasaran yang bersifat
strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

halarnan 15 dari 31 hlm..

B. Rencana Aksl Pemblnaan dan Penga*asan
1. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Sinergi yang diharapkan dari pengawasan intern pemerintah

dapat diwujudkan melalui proses koordinasi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara

nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk
Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dan untuk
pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
Koordinasi dan keterpaduan yang serasi dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan membutuhkan komunikasi
interaktif antar APIP tingkatan vertikal dan horisontal, agar

tercipta sinergi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaran pemerintahan daerah yang harmonis.



Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terpadu, dapat dilakukan antara Inspektorat dengan Inspektorat
Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau
Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP)

Provinsi Jawa Timur berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan
Mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan, meliputi:
a. Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan
pemeriksaan di Kota Batu secara bertahap wajib
mengikutsertakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan
Inspektorat Kota Batu melalui joint audit yang didahului
dengan capaci$ building;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan
dengan pendekatan nsk ba.sedmanagement, dengan
mengidentifikasi risiko dan peluang terjadinya kondisi
tertentu di masa mendatang yang dapat mempengaruhi
kinerja instansi dalam pencapaian tujuan;

c. Dalam rangka peningkatan kapasitas pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah Kota Batu dapat meningkatkan alokasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pada Inspektorat secara
proporsional setiap tahun anggaran. Alokasi anggaran
tersebut dilakukan dalam rangka menunjang:
1) anggaran biaya khusus bagi pengawasan;
2) peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai
bidangnya; dan

3) penanganan pengaduan instansi dan masyarakat.
d. Wakil Walikota bertanggung jawab atas pelalsanaan tindak

lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kota Batu. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu
wqjib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan paling
lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal
diterimanya laporan hasil pengawasan.

e. Wakil Walikota memerintahkan kepada Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah Kota Batu untuk melakukan penyelesaian

dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi
kerugian keuangan negara/daerah yang tidak dapat
diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

f. Dalam hal tindak lanj ut hasil pengawasan tidak terkait
indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak dapat
diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender,
Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala

Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD)/Bagian terkait untuk
disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan kePutusan.
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3. Kegiatan dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan
Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif,
produktif, elisien, dan efektif secara optimal, dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan,
bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, Pemerintah Kota Batu melalui organ pengawasannya
menyusun program pengawasan Tahun 2018, dengan komponen
dan unsur sebagai berikut:
a. Komponen dan Unsur

Sasaran pembinaal dan pengawasan Tahun 2018 terdiri dari
pembinaan dan pengawasan komponen dan unit pelaksana
teknis di lingkungan Pemerintah Kota Batu yaitu Badan,
Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, Bagian pada Sekretariat
Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan BUMD, dengan
unsur-unsur pemeriksaan meliputi:
1) tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana;
2) pengelolaan keuangan daerah;
3) pembinaan aparatur dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;
4) pengelolaan barang/aset daerah; dan
5) urusan wqfib dan urusan pilihan Pemerintah Kota Batu.

b. Implementasi Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan terhadap komponen dan unit
pelaksana teknis tersebut diimplementasikan melalui:
1) pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas

kine4'a dan keuangan, antara lain:
a) pemeriksaanregular;

adalah pemeriksaan secara berka-la dan komprehensif
terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan
daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan obyek pemeriksaan
berdasarkan daftar materi pemeriksaan, meliputi
pemeriksaan APBD. Pemeriksaan ini dimaksudkan
untuk menilai kineda obyek pemeriksaan secara utuh
dan lengkap sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang
ditetapkan, dengan menghimpun / menemukan
informasi untuk menguji dan menilai kelayakan
pelaksanaan programl kegiatan dan/atau laporan
hasil pelaksana€rn program/kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah atas:
1. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya

dalam pelaksanaan kegiatan organisasi
(SKPD)/Bagian; dan

3. efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
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b) pemeriksa€rn pen€rngErnan pengaduan;
pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan
menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat
(yang disertai dengan bukti/identitas awal yang jelas)
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
mengklarilikasi sejauh mana kebenaran dari
pengaduan tersebut.

c) pemeriksaan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;
pemeriksaan dilakukan atas pelimpahan kewenangan
yang telah dilakukan oleh Menteri kepada Gubernur.
Dalam hal belum dilakukan pelimpahan, maka
dilakukan pemeriksaan dengan mekanisme "joint
audit' (pengawasan terpadu dalam kegiatan dan
programnya) dan peningkatan capocitg building sesu.at
kesepakatan yang dilakukan antara Inspektorat
Provinsi Jawa Timur/Inspektorat Kota Batu dengal
Inspektorat Jenderal Kementerian terkait.

d) pemeriksaan khusus atau pemeriksaan serentak;
pemeriksaan dilakukan dalam rangka tujuan tertentu
atas perintah dan/atau permintaan pejabat
berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap
operasional SKPD/Bagian dan UPID, pemeriksaan
dalam rangka memenuhi permintaan instansi/BUMD
di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta
pemeriksaan bantuan hibah, bantuan social, maupun
bantuan keuangan Pemerintah Kota Batu.

e) monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
dilakukan terhadap seluruh tahap pelaksanaan tugas
instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota
Batu sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap
pertanggungjawaban dan pelaporan, sebagai salah
satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan
Pemerintah Kota Batu. Monitoring evaluasi dilakukan
atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, dengan
melihat unsur keselarasan kebijakan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah.

f) reviu laporan keuangan;
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah,
salah satu kewajiban Inspektorat Kabupaten/Kota
selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

pada Pemerintah Daerah adalah untuk melakukan
reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka
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meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Badan Pemeriksa Keuangan. Reviu laporan Keuangan
pada Pemerintah Kota Batu dilaksanakan terhadap
Laporan Keuangan SKPD/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kota Batu serta l,aporal Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batu.

g) evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
evaluasi pelayanan publik dilaksanakan terhadap
kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
SKPD/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu
beserta UPT sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Peraturan
Gubernur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
Provinsi Jawa Timur.

h) pemeriksaan khusus terhadap kegiatan prioritas lain
sesuai dengan kebijakan Walikota;
Pemeriksaan ini merupakan wujud peran Inspektorat
dalam mengawal keberhasilan program Walikota yang
tertuang dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022.
Pemeriksaan ini ditujukan pada SKPD/Bagian
penanggung jawab program serta menitikberatkan
pada pemanfaatan dan pertanggungiawaban program-
progrErm yang banyak bersentuhan langsung dengan
masyarakat.

i) reviu Laporan Akuntabilitas Kineq'a Instansi
Pemerintah (LAKIP);
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi
Pemerintah Tahun 2015 dan Pedanjian Kine{a Tahun
2016 mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kine{a, dan Tata
Cara Reviu atas Laporarr Kinerja Instansi Pemerintah '

Reviu terhadap LAKIP dilaksanakan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang bertujuan untuk
membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas
kineq'a instansi pemerintah serta memberikan
keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan
keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah
sehingga dapat menghasilkan laporan kine{a yang
berkualitas.

j) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD);
reviu ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol7 ter,talrg Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018 dalam rangka memberikan keyakinan
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu capaian
atas penyelenggaraan urus€ur pemerintahan daerah
yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak dalam upaya peningkatan
kine{a berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang
baik.

k) reviu Rencana Ke{a dan Anggaran (RKA);

reviu ini dilakukan dalam rangka memberikan
keyakinan atas penyusunan RKA-SKPD / Bagian dan
RKA- PPKD yang mencakup prioritas pembangunan
daerah, prograrn dan kegiatan sesuai dengal
indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-
masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran
sementara untuk setiap program dan kegiatan
SKPD/Bagian, batas waktu penyampaian RKA-

SKPD/Bagian kepada PPKD, dokumen KUA, PPAS,

kode rekening APBD, format RKA-SKPD/Bagian dan
RKA-PPKD, ASB, dan standar harga regional.

l) reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

reviu ini dilakukan dalam rangka memberikan
keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan terhadap informasi dalam RKPD sesuai

dengan RPJMD, informasi dalam Renja-SKPD sesuai

dengan RKPD, informasi dalam KUA dan PPAS sesuai

dengan RKPD, informasi dalam RKA-SKPD sesuai

dengan PPAS dan Renja-SKPD, dan perumusan

dokumen rencana pembangunan dan anggaran

tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan

kaidah perencanaan dan penganggaran '

m) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

dilaksanakan berdasarkan temuan dan rekomendasi

hasil pemeriksaan yang dilakukan lembaga

pengawasan internal (Inspektorat) serta lembaga

pengawasan ektemal (Inspektorat Provinsi Jawa

Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur).
n) pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal

Kementerian/lnspektorat Utama/Inspektorat l'embaga

Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi,

dan Inspektorat Kota.
o) pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
p) penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
q) evaluasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Batu'

2) kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju

good gouernance, clean govemment, dan pelayanan publik

di lingkungan Pemerintah Kota Batu, meliputi:
a) mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB);
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- evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi
(setiap triwulan);

- pembangun an Tnna Integritas;
- pengendalian grati{ikasi;
- penerapan Sistem Pengendalian Intemal Pemerintah

(sPIP);
- penangan€ur pengaduan masyarakat;
- penguatan Whi.stle Blouing Sgstem;
- penanganan benturan kepentingan; dan
- penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APrP).

b) pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2Ol2-2O25 serta peraturan perundang-undangan
tindak lanjutnya; dan

c) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3) kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:

a) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
pengawasan;

b) penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
c) koordinasi program pengawasan; dan
d) tugas lain sesuai kebijakan Walikota, antara lain

mengenai hal-hal yang dianggap strategis di
lingkungan Pemerintah Kota Batu.

c. Obyek Pemeriksaan
Obyek pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat meliputi:
1) seluruh SKPD/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota

Batu;
2) BUMD, apabila kepemilikan/pengelolaannya masih

dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu;
3) Kecamatan di wilayah Kota Batu;
4) Kelurahan/Desa di wilayah Kota Batu.;
5) pelaksanaan tugas pembantuan dari APBD Kota Batu

pada Kelurahan/Desa; dan
6) pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber anggaran

dari APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Timur
berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.

Adapun rencana pembinaan dan pengawasan melalui
Pelaksanaan Program Keq'a Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota

Batu Tahun 2018 untuk setiap Objek Pemeriksaan sebagaimana

tercantum dalam l,ampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Indlkator KinerJa
Capaian keluaran (outputl dari kebijakan pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018

ini adalah terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
halaman 21 dari 31 hlm...
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Capaian hasilnya (outcomel adalah efektifnya pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya
tindakan korektif terhadap perrnasalahan tertentu sesuai dengan
rekomendasi yang diberikal guna mencegah meluasnya
permasalahan yang terjadi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota
Batu.

Capaian manfaatnya (benefit) adalah terpenuhinya pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kota Batu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian dampak (impactl adalah terselenggaranya pelayanan
kepada masyarakat secara memadai berdasarkan standar pelayanan
minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

III. PELAPORAN

Laporan yang disusun berdasarkan hasil pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018

antara lain meliputi:
a. Laporan Hatil Pemerlksaan

laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan

laporan bentuk bab. laporan bentuk surat memuat hal-hal yang

bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti'
Laporan Hasil Pemeriksaan bentuk bab terdiri atas beberapa bab

yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara

menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I SimPulan dan Rekomendasi

1. Simpulan Hasil Pemeriksaan
2. Rekomendasi

Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan
1. Data Umum

a. Dasar Pemeriksaan
b. Tujuan Pemeriksaan
c. Ruang LingkuP Pemeriksaan
d. Batasan Pemeriksaan
e. Pendekatan Pemeriksaan
f. Strategi PelaPoran
g. Status dan Tindak l"anjut Temuan Hasil

Pemeriksaan Yang lalu
2. Hasil Pemeriksaan

a. Profil Administrasi Umum Pemerintahan
- Kebijakan Daerah
- Kelembagaan
- Pegawai Daerah
- Keuangan Daerah
- Barang Daerah

b. Prolil Urusan Peme rintahan
- Urusan Wajib
- Urusan Pilihan
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- Dekonsentrasi
- T\rgas Pembantuan
- Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri

3. Temuan dan Rekomendasi
Bab III Penutup
Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Inspektur
kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur
Jawa Timur dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur.

b. Laporan Hasll Monltorlng Evaluasi
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi terdiri dari laporan bentuk surat
dan laporan bentuk bab. la.poran bentuk surat memuat hal-hal
sebagai berikut:
1. gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
2. penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. memberikan masukan / saran mengenai langkah-langkah yang

perlu diambil oleh pemerintah daerah.
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi terdiri atas beberapa bab yang
dimaksudkan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara
menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum
pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan.

l. Simpulan Hasil Monitoring Evaluasi
2. Saran

Bab II Uraian Hasil Monitoring Evaluasi
1. Data Umum

a. Dasar
b. Tujua:r
c. RuangLingkup
d. Batasan

2. Hasil Monitoring Evaluasi
3. Kalimat Penutup

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I

dan Bab II adalah sebagai berikut:
Bab I meliputi:
l. Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan.

2. Saran
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh
pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program, dan
kegiatan.

Bab II meliputi:
1. Data umum

a. Dasar
1) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; dan
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2) peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai
pedoman.

b. Tujuan
Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk
membandingkan anta.ra kebijakan daerah, program serta
kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah,
dan peraturan perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup
Sesuai dengan kebijakan daerah, program, dan kegiatan yang
akan dilakukan monitoring dan evaluasi.

d. Batasan
Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi
3. Kalimat Penutup.
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi disampaikan oleh Inspektur
kepada Walikota dengan tembusan yang disampaikan kepada
Gubernur Jawa Timur.

Laporan Hasil Revlu
Laporan Hasil Reviu terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan
bentuk bab. La.poran bentuk surat memuat hal-hal sebagai berikut:
1. gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
2. penilaian terhadap pelaksanaan reviu; dan
3. memberikan masukan/ saran mengenai langkahJangkah yang

perlu diambil oleh pemerintah daerah.
l,aporan Hasil Reviu terdiri atas beberapa bab yang dimaksudkan

untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

kebijakan daerah, program dan kegratan secara menyeluruh,

terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan

pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai

berikut:
Bab I Pendahuluan'
Bab II Analisis- analisis
Bab III Saran dan rekomendasi
Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I

dan Bab II adalah sebagar berikut:
Bab I merupakan penjabaran dasar, latar belakang' dan tujuan dari

pelaksanaan reviu.
bab II terdiri dari analisis-analisis yang dilakukan terhadap aspek-

aspek tertentu yang diperlukan dalam rangka memperoleh

keyakinan terbatas.
Bab III terdiri dari saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan

berdasarkan reviu yang telah dilakukan
Laporan Hasil Reviu disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota

dengan tembusan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur'
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d. Laporan pemantauan dan
Pengawasan

Pemuktahlran Tlndak LanJut Hasll

rV. PENUTUP

DEWANTI RUMPOKO

halalnan 25 dari 31 hlrn..

1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil pengawasan
l,aporan pemantauan Tindak l,anjut Hasil pengawasan
disampaikan oleh Inspektur kepada Walikota dengan tembusanyang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

2. Laporan Pemuktahiran Tindak la.njut Hasil pengawasan
la.poran Pemantauan Tindak l,anjut Hasil pengawasan
disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Timur dengan
tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

3. Laporan Hasil pemantauan dan pemuktahiran Tindak L,anjut
Hasil Pengawasan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan
bentuk bab.
Laporan bentuk surat berisi:
a. gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/

pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
b. memberikan masukan / sarErn mengenai langkah-langkah yang

perlu diambil.
Laporan bentuk bab hasil pemantauan/pemutakhiran tindak
lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan

l. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran Tindak
l"anjut Hasil Pengawasan

2. Saran
Bab II Uraian Hasil Pemantauan/ Pemutakhiran Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan
1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran Be4'alan
2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun Sebelumnya

Bab III Penutup

Kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Tahun 2018 ini dibuat untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

WALINOTA BATU,



Lampiran II Peraturan Walikota Batu
Nomor : bt Tahun 2o18
Tanggal : 4 Ot<$oUcr 2018

XODE TEMUAN HASIL PENGAWASAN

Kel Sub
Kel

Jeais Deskripsi Alteraatif
Rekomendasi

XODE TEMUAN
1 Temuan Ketldakpatuhan Terhad.ap Petv;tururz

o1 Kerugian aegara/ daerah atau Lenrgiaa aegara/daerah
yaag terJadl pada perurahaen mllll negara/ilaerah

tt, t21 5 I01 Bel,anja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif
1 3 tL, t2o2 Rekanan pengadaan baralg/jasa tidak

menyelesaikan pekerjaal
1,3,5,9, 11,
t2

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang03

L2

1, 3, 5,9, 11,o4 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
Peke4'aan dan/atau barang

I 5,9, 11, 1205 Pemahalan harga (Mark up)
1 1t,2, 5,9,

t2
06 Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan

Pribadi
1,5,9, 11, 12Pembayaran honorarium dan/atau bieya

perjalamn dinas ganda dan/atau melebihi
standar yang dite tapkan

07

1,3,5, 11, 1208 Spesilikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai

dengan kontrak
721 5 9 1 109 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

1,5,9, 11, 1210 Pengembalian pinjaman/ piutang atau dana
bergulir macet

ll Kelebihan penetapan darl pembayaran restitusi pajak
ataupenetapan kompensasi kerugian

r, 5,9, Lt, 12Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset
negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan
merugikan negara/ daerah

t2

11,9,2 3 5i
t2

Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak
dilaksanakan sesuai ketentuan

13

l2
L,2,3,5,9, ll,l4 Entitas belum/ tidak melaksanal<an

bendaharaan (TP) sesuai ketentuantuntutan per

72

t, 5, 7, 9, r1,Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan15

L, s,9, ll, L2Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjuatran16
121,5,9, 11,Penentuan HPP (harga Pokok

rendalsehingga penentuan harga jual lebih rendah
pembetian) terlalu

dari yang seharusnya

t7

1, s,9, 11, 12Jamirran pelaksanaan .lalam pelaksanaan pe

emanfaatan barang dan pemberian fasilitas
tidak dapat dicairkan

kerjaan,p18

1,5,9, 11, 12Penyetoran penerimaan negara/ daerah dengan

bukti ffttif
19

halaman 26 dari 31 hlm..
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02
Poteasl kemglaa aegara/daerah atau keruglan
negara/daerah yaag terjadl pada perurahaaa millk
negara/ daerah

01 Kelebihan pembayaran rlalqm pengadzan barang/
jasa tetapi pembayaran pekerjaan beh,rm

dilakukan setragie n atau selumhnya

t25 9

o2 3,6,9, t2

03 Aset dikuasai pihak lain
5,6,9, 12o4 Pembelian aset yang berstatus sengketa
2, 5,6,9, 1205

5,6,9, 120tr Pemberian jnrninan pelaksanaar da-lam pelahsanaan
pekerjaan, pemanfaatan barang, dal pemberian
fasilitas tidak sesuai ketentuan

o7 Pihak ketiga belum melalsanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset kepada negara/ daerah

125 I08 Piutang/piniaman atau dana bergulir yang
berpotensi tidak tertagih

5,7,I, tL, t209 Penghapusal piutang tidak sesuai ketentuan
11,

t2
1 3 5 910

Kekurangaa pelerltnsaa negara/ daerah atau
perusahaaamlllt aegan/ daerah

o3

1,5,9, ll, 1201 Penerimaan negara/ daerah atau denda
keterl,ambatan peke{aan belum/ tidak
ditetapkan dipungut/ diterima/disetor ke
kas negara/ daerah atau perusahaan
milik negara/ daerah

5, 6,9, 12o2 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah
t2I 5 6 I03 Dana Perirnbangan yang telah ditetapkan belum

masuk ke kas daerah
1,5,6,9, 12Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendalt

dari ketentuan
05

721 5 6 I06

1,5,6,9, 1207 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

Admlnbtraslo4
s,6,9, 1201 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak

lengkap/ tidak valid)
5,9, 1202 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kon

Penetapan anggaran
trak atau

s,6,9, 13Proses pengadaan barang/jasa tidak
tidak menimbulkan kerugian negara)

sesuan

ket€ntuan (

03

5,6,9, 12Pemecahan kontrak untuk menghindari Pelelangan04
5,9, 12Pelaksanaan lel,ang secara performa05

Rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharan
barang hasil pengadaan yang tel,ah rusal
selama masa pemeliharaan

2, 5,6,9, t2

Aset tidak diketahui keberadaannya

5,6,9, L2

Pencairan anggaran pada akhA tahun anggaran
untuk pekerjaan yang belum selesai

Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS

I
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06 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengka Fan
atau baiang milik negara/daerah/perusahaan

4, 5,6,9, 13

07 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang tertentu lainnya seperli
kehutanan, pertambangan, perpajakan, dl

5,9, 12

08 Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan
umum

6,9

09 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan
penyusutan atau ,nortisasi tidak sesuai ketentuan

5,6,9, t2

10 Penyetoran penerimaan negara/ daerah atau
kas di bendaharawan ke kas negara/daerah
melebihi batas waktu yang ditentukan

5,9

11 Pertanggungiawaban/ penyetoran uang persediaan
melebihi batas waktu yang ditentukan

5,9

t2 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun
anggaran belum/ tidak .Iisetor ke kas negara/ daerah

t, 5,6,9, 12

13 Pengeluaral investasi pemerintah tidak didukung
bukti yang sah

5,6,9, t2

t4 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti
yang sah

5,6,9, t2

15 5,9
16 Pel,ampauan pagu angg€rran 5,6,9, t2

o5 Iadilaai tlndal pldana

01 Indikasi tindak pida-na korupsi 5, 11, 12

02 Indikasi tindak pidana perbankan 5, 11, 12

03 Indikasi tindak pidana perpajakan 5, 11, 12

o4 Indikasi tindak pidana kepabeanan 5, 11, 12

05 Indikasi tindak pidana kehutanan 5, 77, 12

06 Indikasi tindak pidana pasa-r moda-l 5, 11, 12

o7 Indikasi tindak pidana khusus lainnya 5, ll, 12

2 Termuc;n Kelenahan Slsten Pengendalian Intetn

o1 Keleaahan sLtem peogendallal akuntausl dan
pelaporau

01 Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau
tidak akurat

5,6,7

o2 Proses penyusunan Laporan tidak sesuai ketentuan 5,6, 13

03 Entitas terliambat menya m paikan laporan 5,6
o4 Sistem informasi akuntansi dan pel,aporan tidak

Memadai
7 l3

Sistem informasi akuntansi dan peliaporan belum
didukung SDM yang memadai

8, 13

02 Kelooahaa :irtea peageodallaa pelelcaaaa! Argga
ranpeldapataa dan belaaJa

01 Perencanaan kegiatan tidak memadai 5 9 l3

hala.rnan 28 dari 31 Nm..

Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah
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o2 Mekalisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan lregara / daerah /
perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan

5,9, 13

03 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan
intern organisasi yang diperiksa tentang
pendapatan dan belanja

5,9, 13

o4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD 7 9

05 Penetapan/pelalsaraan kebijalan tidak
tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya
potensi penerimaan/ pendapatan

5,9, 11

06 Penetapan/pel.:aksanaan kebijakan tidak
tepat atau belumdilakukan berakibat peningkatan
biaya/ belanja

5,9, 11

o7 Kelemahan pengelolaan fisik aset 5,7,9, t2
03 Keleoahaa rtruhur pengeudallaa iatern

01 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu
prosedur atau keseluruhal prosedur

9, 13

o2 SOP yang ada pada entitas tidak be{alan secara
optima-l atau tida,k ditaati

5, 13

03 Entitas tidak merniliki satuan pengawas intern 9, l0
o4 Satuan pengawas intern yang ada tidak

memadai atau tidak berjalan optimal
5 10

05 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang
Memadai

9 10

3 Tetnuan 3E

o1 KetidaLhemataa/ pembororan/ Letidaleloaooleaa

01 Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan c 9

Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang
digunalal tidak sesuai standar

5,9, 13

03 5,9, t2

02 Ketidakefrsienan

Penggunaal kuantitas input untuk satu satuan out
put lebihbesar/ tinggi dari yang seharusnya
Penggunaan kualitas input untuk satu satuan
output lebih tinggi dari seharusnya
Ketidakefektifan

o1 Penggunaan anggzrran tidak tepat sasaran/ tidak
sesuai peruntukan

5 I

o2 Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak
sesuai dengan rencana yang ditetapkan

5,9, 72

03 Barang yang dibeli belum/tidak dapat
dimanfaatkan

5, g, 11

o4 Pemanfaatan barang/jasa tidat berdampak
terhadap pencapaian tujuan organisasi

5,9, ll

05 Pel,al<sarraan kegiatan terlambat/terhambat
sehingga mempe ngaruhi pencapaian tujuan
organisasi

5, 9, 11

ha-laman 29 dari 31 hkn...

o2

Pemborcsan keuangan negara/ daerah/ perusahaan
atau kemahalan harga

o3



06 Pelayanan kepada masyaralat tidak optimal 5,8,9, 11, 13

o7 Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak
diselenggarakan dengan baik termasuk target
penerimaan tidak tercapai

5,8,9, 11, 13

08 Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak
efektif

5,9, 11

WALIKOTA BATU,

opweffi-oxo
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Lampiran lll Peraturan Walikota Batu
Nomor : l"t Tahun 2018
Tanggal:4Oltobcr 2018

KODE REKOMENDASI HASIL PEI{GAU'ASAN

Kel Sub
I(el

oo KODE REKOMENDASI
01 Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan

Masyarakat
o2 Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan

Masyarakat
03 Perbaikan fisik barang/jasa delem proses pembangunan

atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
o4 Penghapusan barang milik negara/ daerah
05 Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
06 Perbaikal Laporan dan penertiban arl rninistrasi/ kelengkapa.n

Administrasi
o7 Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
08 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

pendukung sistem pengendalian
09 Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan
10 Perubahan atau perbaikan struktur organisasi
l1 Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan

penanganan kasus kepada instansi yalg berwenang
1'2 Pelalsanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan

oleh unit pengawas intern
13 Pelalsanaan sosialisasi
14 Lain-lain

DEWANTI RUMPOKO

halaman 31 dari 31 hlm...

.Ienis Dertlprl
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